
 

                                           

 
 

 

 
KEPUTUSAN WALIKOTA LANGSA 

NOMOR 326/000.8.3.3/2024 

TENTANG 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA BADAN KESATUAN BANGSA  
DAN POLITIK KOTA LANGSA 

 

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA LANGSA, 

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan efektivitas dan efesiensi 
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan 

pembangunan dan sosial kemasyarakatan serta 
terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh 
pelayanan aparatur secara maksimal pada Badan Kesatuan 

Bangsa dan Politik Kota Langsa dipandang perlu 
menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP); 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalan huruf a di atas, perlu ditetapkan dalam suatu 
Keputusan. 

 
Mengingat  : 1.  Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang 

Pembentukan Kota Langsa; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang 
Pemerintahan Aceh; 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik; 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah; 

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan; 

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur 

Sipil Negara; 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 

tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan 
Pemerintah Provinsidan Kabupaten/Kota; 

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang 
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur 
Administrasi Pemerintahan; 

9. Peraturan Walikota Langsa Nomor 32 Tahun 2016 tentang 
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur 

Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota 
Langsa; 

 

PEMERINTAH KOTA LANGSA 

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 
KOTA LANGSA 

10. Qanun ... 



10. Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota 
Langsa; 

11. Peraturan Walikota Langsa Nomor 68 Tahun 2016, tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta 
Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota 

Langsa; 
 

MEMUTUSKAN 
Menetapkan : 
KESATU :  Standar Operasional Prosedur pada Badan Kesatuan Bangsa 

dan Politik Kota Langsa sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini. 

KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada 

diktum KESATU merupakan pedoman bagi setiap pelaksana 
pekerjaan dalam menjalani tugas pokok dan fungsi pada 

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Langsa 

KETIGA :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan 
berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2024, dengan ketentuan 

bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan 
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. 

 
Ditetapkan di  Langsa 
pada tanggal  19 Februari 2024 M 

 9 Sya’ban 1445 H 
 

a.n. WALIKOTA LANGSA 

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  

KOTA LANGSA 
 

 
 
ZULHADISYAH SULAIMAN 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALIKOTA LANGSA 

NOMOR  326/000.8.3.3/2024 
TANGGAL 19 FEBRUARI 2024 M 

      9 SYA’BAN  1445 H                        
 

NAMA, NOMOR DAN KODE STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 

NO NAMA SOP NOMOR SOP 

1 
Penerbitan Surat 
Keterangan Terdaftar 

(SKT) 

000.8.3.3/KESBANGPOL/SOSBUD/01/2024 

2 
Pelaksanaan Sosialisasi 
Kerukunan Umat 

Beragama 

000.8.3.3/KESBANGPOL/IDEOLOGI/02/2024 

3 
Pengelolaan Surat 
Masuk 

000.8.3.3/KESBANGPOL/UMUM/03/2024 

4 
Pengelolaan Surat 

Keluar 
000.8.3.3/KESBANGPOL/UMUM/04/2024 

5 
Pengiriman Naskah 

Dinas/Surat 
000.8.3.3/KESBANGPOL/UMUM/05/2024 

6 Penyimpanan Kearsipan 000.8.3.3/KESBANGPOL/UMUM/06/2024 

7 Pengelolaan Arsip 000.8.3.3/KESBANGPOL/UMUM/07/2024 

8 
Penyaluran Alat Tulis 
Kantor 

000.8.3.3/KESBANGPOL/UMUM/08/2024 

9 
Pelayanan Akomodasi 

Pertemuan Internal 
000.8.3.3/KESBANGPOL/UMUM/09/2024 

10 
Pembuatan Kartu 
Inventaris Ruangan 

000.8.3.3/KESBANGPOL/UMUM/10/2024 

11 

Pemeliharaan 

Kebersihan dan 
Kenyamanan Kantor 

000.8.3.3/KESBANGPOL/UMUM/11/2024 

12 Pemeliharaan Aset Dinas 000.8.3.3/KESBANGPOL/UMUM/12/2024 

13 
Penyusunan Pelaporan 
Aset Dinas 

000.8.3.3/KESBANGPOL/UMUM/13/2024 

14 
Penyusunan Laporan 
Inventarisir Barang 

000.8.3.3/KESBANGPOL/UMUM/14/2024 

15 
Penyusunan Laporan 

Mutasi Barang 
000.8.3.3/KESBANGPOL/UMUM/15/2024 

16 
Perencanaan Keburuhan 
Barang/Penyusunan 

RKBU 

000.8.3.3/KESBANGPOL/UMUM/16/2024 

17 
Pemberian Izin Cuti 
Pegawai 

000.8.3.3/KESBANGPOL/UMUM/17/2024 

18 Pengusulan ... 



18 
Pengusulan Kenaikan 

Pangkat ASN 
000.8.3.3/KESBANGPOL/UMUM/18/2024 

19 
Pengusulan Kenaikan 
Gaji Berkala ASN 

000.8.3.3/KESBANGPOL/UMUM/19/2024 

20 

Penilaian Capaian 

Sasaran Kinerja Pegawai 
(SKP) 

000.8.3.3/KESBANGPOL/UMUM/20/2024 

21 Pembuatan KP4 000.8.3.3/KESBANGPOL/UMUM/21/2024 

22 
Pemberin Izin 
Perkawinan/Perceraian 

000.8.3.3/KESBANGPOL/UMUM/22/2024 

23 
Pembuatan Laporan 
Kehadiran Pegawai 

000.8.3.3/KESBANGPOL/UMUM/23/2024 

24 

Pengusulan Mengikuti 

Ujian Dinas/Ujian 
Penyesuaian 

000.8.3.3/KESBANGPOL/UMUM/24/2024 

25 
Pengusulan Satya 
Lencana 

000.8.3.3/KESBANGPOL/UMUM/25/2024 

26 
Penyampaian Berkas 

Kelengkapan Pensiun 
000.8.3.3/KESBANGPOL/UMUM/26/2024 

27 
Penyiapan Laporan 
Pajak Penghasilan 

Pribadi 

000.8.3.3/KESBANGPOL/UMUM/27/2024 

28 
Penyusunan Daftar Urut 

Kepangkatan (DUK) 
000.8.3.3/KESBANGPOL/UMUM/28/2024 

29 
Pengusulan Izin 
Belajar/Tugas Belajar 

000.8.3.3/KESBANGPOL/UMUM/29/2024 

30 
Pengusulan Pembuatan 

Karis/Karsu 
000.8.3.3/KESBANGPOL/UMUM/30/2024 

31 
Legalisasi Surat 

Kepegawaian 
000.8.3.3/KESBANGPOL/UMUM/31/2024 

32 
Penyusunan RKA/RKA 
Perubahan 

000.8.3.3/KESBANGPOL/PROGRAM/32/2024 

33 
Penyusunan Rencana 

Strategis (Renstra) 
000.8.3.3/KESBANGPOL/PROGRAM/33/2024 

34 
Penyusunan DPA/DPA 
Perubahan 

000.8.3.3/KESBANGPOL/PROGRAM/34/2024 

35 
Penyusunan Rencana 
Kerja (Renja)/Renja 

Perubahan 

000.8.3.3/KESBANGPOL/PROGRAM/35/2024 

36 
Penyusunan Laporan 
Kinerja Instansi 

Pemerintah (LKIP) 

000.8.3.3/KESBANGPOL/PROGRAM/36/2024 

37  Penyusunan ... 



37 

Penyusunan Laporan 
Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah 

(LPPD) 

000.8.3.3/KESBANGPOL/PROGRAM/37/2024 

38 

Pengajuan Surat 

Permintaan Pembayaran 
Uang Persediaan (SPP-

UP) 

000.8.3.3/KESBANGPOL/KEUANGAN/38/2024 

39 

Pengajuan Surat 
Permintaan Pembayaran  

Ganti Uang Persediaan 
(SPP-GU) 

000.8.3.3/KESBANGPOL/KEUANGAN/39/2024 

40 

Pengajuan Surat 
Permintaan Pembayaran  

Tambahan Uang (SPP-
TU) 

000.8.3.3/KESBANGPOL/KEUANGAN/40/2024 

41 

Pelaksanaan Verifikasi 

Surat Pertanggung- 
jawaban (SPJ) 

000.8.3.3/KESBANGPOL/KEUANGAN/41/2024 

42 
Penyusunan Laporan 
Pertanggungjawaban 

Anggaran 

000.8.3.3/KESBANGPOL/KEUANGAN/42/2024 

43 
Pengajuan SPP-LS Gaji 

dan Tunjangan 
000.8.3.3/KESBANGPOL/KEUANGAN/43/2024 

44 
Pengajuan SPP-LS 
Barang dan Jasa 

000.8.3.3/KESBANGPOL/KEUANGAN/44/2024 

45 

Pengajuan Surat 
Perintah Membayar 

Tambahan Uang (SPM-
TU) 

000.8.3.3/KESBANGPOL/KEUANGAN/45/2024 

46 

Pengajuan Surat 

Perintah Membayar  
Ganti Uang Persediaan 

(SPM-GU) 

000.8.3.3/KESBANGPOL/KEUANGAN/46/2024 

47 

Pengajuan Surat 

Perintah Membayar  
Uang Persediaan (SPM-
UP) 

000.8.3.3/KESBANGPOL/KEUANGAN/47/2024 

48 
Pembuatan Laporan 
Realisasi Fisik dan 

Keuangan 

000.8.3.3/KESBANGPOL/KEUANGAN/48/2024 

 

a.n. WALIKOTA LANGSA 

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KOTA LANGSA 
 

 
 
ZULHADISYAH SULAIMAN 

 
 

 


